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 ABSTRACT 

The purpose of this paper is to measure how effective the application of accrual basis is on the Indonesian government 

accounting system and its impact on the quality of fiscal transparency in the Indonesian  government. The effectiveness was 

measured in the context of policies, people, processes and systems. Survey in this study was conducted in 85 ministries, involving 

149 respondents at accounting unit using questionnaire instruments and interviews with 77 experts. Data analysis was 

conducted using Structural Equation Modeling method. The results of the study revealed that although the effectiveness of the 

implementation  of accrual accounting is still at an average level, it has a significant impact on the quality of fiscal transparency 

of government. 
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ABSTRAK 

Tujuan makalah ini untuk mengukur seberapa efektif penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintah Indonesia 
dan dampaknya terhadap kualitas transparansi fiskal. Efektifitas diukur dalam konteks Polices, People, Processes dan 
Systems. Penelitian ini dilakukan di 85 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melibatkan 149 responden menggunakan
instrumen kuesioner dan wawancara mendalam  dengan 77 ahli. Analisis data menggunakan pendekatan Statistik 
Deskriptif  dan Statistik Inferensial dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa meskipun efektifitas penerapan basis akuntansi akrual masih berada di level cukup,  namun berdampak signifikan 
terhadap kualitas transparansi fiskal pemerintah. Dampak tersebut  terlihat nyata dalam hal pelaporan  fiskal dan perkiraan 
fiskal dan anggaran pemerintah menjadi lebih baik. Namun  dalam hal pengelolaan dan analisis resiko fiskal belum terlihat 
maksimal. 
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1. PENDAHULUAN  

Tujuan negara-negara di dunia menerapkan 
basis akuntansi akrual di semua sub-sektor 
pemerintahan adalah untuk menjamin proses 
pelaporan keuangan, penganggaran, dan proyeksi 
fiskal pemerintah menjadi lebih baik (Beechy, 2007; 
Heald & Hodges, 2018). Pelaporan keuangan 
pemerintah yang transparan berdampak jangka 
panjang terhadap setiap keputusan pemerintah 
dalam pertanggungjawaban anggaran negara (PwC, 
2014).  Penelitian Bastani dkk (2012) menjelaskan 
bahwa negara yang konsisten menerapkan basis 
akrual, mampu memberikan transparansi 
pelaporan keuangan, menekan biaya operasional 
dan dapat mengoptimalkan keputusan di masa 
depan.   

Ernst & Young (2012) menyatakan bahwa 
metode akuntansi saja tidak menjamin pemerintah 
akan selalu dapat membuat keputusan yang tepat. 
Namun demikian, kesediaan untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan 
pemerintah dengan metode akuntansi yang 
komprehensif, tentu merupakan langkah yang 
benar. Pandangan ini tidak lepas dari kemampuan 
basis akrual secara komprehensif menyajikan 
informasi tentang aset dan kewajiban pemerintah, 
kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah yang 
berdampak terhadap ekonomi jangka panjang dan 
keputusan politik pemerintah (Irwin, 2012; PwC, 
2013).  

Adopsi akrual, seperti negara lainnya di 
dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia, dengan 
harapan transparansi fiskal pemerintah menjadi 
lebih baik (Harun & Robinson, 2010; Harun dkk., 
2012; Cavanagh dkk., 2016; Heald & Hodges, 2018; 
Ismail dkk., 2018). Namun dalam praktiknya, 
dampak implementasi terhadap capaian level 
transparansi fiskal pemerintah masih belum 
optimal (BPK, 2016), salah satunya, dalam hal 
keterbukaan anggaran yang masih belum memadai 
(IBP, 2016). Begitu pula, hal pengungkapan sebagai  
salah satu indikator transparansi fiskal masih 
belum terlalu baik dan perlu upaya untuk terus 
meningkatkannya (Sukmadilaga dkk, 2015).  

Penerapan basis akrual, ternyata lebih 
kompleks dibandingkan basis kas (Ismail dkk, 
2018). Penelitian PwC  (2013) di  100 negara yang 
melakukan transisi dari basis kas ke  basis akrual, 
mengungkapkan, terdapat 55 persen isu terkait 
People, 46 persen isu Systems, dan 27 persen isu  
terkait Commitment. Isu ini secara faktual tidak 
terbantahkan bahwa di  Indonesia penerapan basis  
akuntansi akrual  masih belum sepenuhnya efektif. 
Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 

menemukan 1.677 permasalahan  dari 166 laporan 
hasil pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah, 
penyebabnya antara lain kesalahan dalam 
penyajian akun-akun akrual (BPK, 2017). 
Permasalahan ini terjadi karena keterbatasan  
akuntan pemerintah yang kompeten  dan 
profesional (Harun & Robinson, 2010; Halim & 
Kusufi, 2012), kurangnya komitmen pimpinan  
(Amriani, 2014; Hassan, 2015; Ratifah dan Mulyani, 
2016; Firmansyah, 2016), dan dukungan sistem 
informasi  (Giovanelli, Rotondo, & Caffù, 2016; 
Mulyani dkk, 2016; Tanjeh, 2016) yang belum 
memadai. 

Literatur yang membahas efektivitas 
penerapan basis akrual di sektor pemerintah masih 
sangat terbatas. Penelitian sebelumnya lebih 
banyak membahas manfaat dan kegunaan 
penerapan basis akrual (Hodges & Mellett, 2003; 
Chan, 2003; Barton, 2007; Deaconu dkk, 2009; 
Monteiro & Gomes, 2013; PwC, 2013), hambatan 
dan tantangan dalam implementasi (Harun & 
Robinson, 2010), faktor yang mempengaruhi adopsi  
(Adhikari & Mellemvik, 2011; Harun et al., 2012), 
kesiapan penerapan  (Azmi &  Mohamed, 2014), dan 
penyediaan informasi untuk pengambilan 
keputusan yang lebih baik (Hyndman & Connolly, 
2011).   

Studi  Chan (2003),  Hodges & Mellett (2003), 
Monteiro & Gomes (2013), Nistor & Deaconu (2016) 
lebih fokus menjelaskan peningkatan efisiensi, 
transparansi dan akuntabilitas.  Begitu pula dengan  
studi Tickell (2010) di Fiji, Tanjeh (2016) di 
Cameroon, dan PwC (2013) di Malaysia, secara 
spesifik belum mengukur efektifitas dan dampak 
penerapan. Padahal ini penting untuk diketahui bagi 
negara-negara yang sudah menerapkan basis 
akrual, seperti The United Kingdom, Canada, New 
Zealand, Australia, The Netherlands, Sri Lanka, 
Malaysia dan Indonesia (Baker & Rennie, 2006; 
Ismail dkk, 2018).   

Studi tentang adopsi basis akuntansi akrual 
pada sektor pemerintah di Indonesia telah banyak 
dilakukan, seperti Harun & Robinson (2010) 
membahas hambatan implementasi, Harun dkk. 
(2012) membahas legitimasi kelembagaan, 
Maimunnah (2015) membahas kesiapan dan 
masalah penerapan. Namun, pasca implementasi 
akrual secara penuh sejak tahun 2015 belum 
ditemukan penelitian yang secara spesifik  
mengukur efektivitas penerapan basis akrual dari 
sudut pandang kebijakan, proses transisi, sumber 
daya manusia, dan sistem yang berdampak  
terhadap transparansi fiskal pemerintah. Hal ini 
menjadi motivasi besar bagi penulis untuk 
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melanjutkan studi (Harun & Robinson, 2010; Harun 
dkk, 2012; Maimunnah, 2015) dengan harapan, 
hasil penelitian ini dapat memberikan  bukti 
empiris sebagai tambahan literatur yang secara 
teoritis masih sangat terbatas. Di samping itu, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 
sebagai referensi akademis terhadap perbaikan 
dalam menyusun model kebijakan dalam 
penerapan basis akrual pada sistem akuntansi 
pemerintah di Indonesia.   

 
2. LANDASAN TEORI 

2.1. Institutional Theory  

Institutional Theory memberikan wawasan 
tentang bagaimana praktik yang terbaik 
disebarluaskan dan dilembagakan (DiMaggio & 
Powell, 1983), dengan penekanan pada interaksi, 
dan konteks kelembagaan (Dillard dkk, 2004; 
Rodrigues & Craig, 2007; Albu dkk, 2014). 
Sedangkan pengaruh tekanan kelembagaan 
terhadap pengembangan praktik organisasi 
ditandai dengan konsep homogenitas (DiMaggio & 
Powell, 1983; Carpenter & Feroz, 2001; Lounsbury, 
2008).  Konsep homogenitas dihasilkan dari 
gagasan bahwa organisasi berusaha untuk 
mencapai, mempertahankan, dan memperluas 
legitimasi lembaga dengan keharusan mengadopsi 
struktur dan praktik yang didukung secara sosial, 
politis, dan ekonomi (Carpenter & Feroz, 2001; Ball 
& Craig, 2010).   

Tekanan kelembagaan berperan 
menjelaskan bentuk tekanan isomorphis kohersif 
dari lingkungan eksternal untuk mengadopsi suatu 
standar yang berlaku umum (DiMaggio & Powell, 
1983; Pina dkk., 2009; Dedoulis, 2016). Dengan 
demikian, penerapan akrual sebagai standar yang 
berlaku umum merupakan legitimasi kuat bagi 
negara dalam mengelola keuangan agar menjadi 
lebih transparan dan akuntabel (Khan & Mayes, 
2009; Harun dkk, 2012; Heshmat dkk, 2015; Lampe 
dkk, 2015).   

2.2. Penerapan Basis Akuntansi Akrual 

Analisis Heald & Hodges (2018) menjelaskan 
bahwa adopsi akrual penting sebagai instrumen 
kebijakan pemerintah dalam membantu sektor 
keuangan menghadapi krisis keuangan global. 
Efektivitasnya dipengaruhi oleh banyak faktor (Lye 
dkk, 2005; Adhikari & Mellemvik., 2011; Harun dkk, 
2012; Upping & Oliver, 2012; Azmi & Mohamed, 
2014), dan tergantung tingkat kesiapannya (Azmi & 
Mohamed, 2014; Maimunnah, 2015; Ismail dkk, 
2018). Berbeda dengan basis kas yang dapat 

menciptakan distorsi dan rentan terhadap 
penyalahgunaan keuangan, penipuan, dan 
penggelapan, penerapan basis akrual diyakini 
menjadi solusi alternatif yang superior dalam 
memecahkan masalah tersebut (Aidoo-Buameh, 
2014). Basis akrual  tidak  hanya mencatat 
penerimaan dan pengeluaran kas saja, tetapi juga 
mencatat pengakuan pendapatan, biaya, 
keuntungan, kerugian, dan penambahan atau 
penurunan aset dan kewajiban serta  amortisasi 
(Dechow & Skinner, 2000; Gnanarajah, 2014).  

Akuntansi akrual merupakan metodologi 
akuntansi dimana transaksi diakui sebagai kejadian 
ekonomi yang mendasari pencatatan, terlepas dari 
waktu penerimaan dan pembayaran kas terjadi 
(Khan & Mayes, 2009; Dechow & Skinner, 2000; 
Warren dkk, 2014). Efektivitas penerapan  basis 
akuntansi akrual dalam studi ini, diukur 
menggunakan model penelitian PwC (2014) yang 
dioperasionalisasikan ke dalam empat dimensi  dan 
tiga belas indikator yaitu: (1) Dimensi Policies 
dengan indikator: Adapting Existing Financial Rules 

and Regulations; Documenting Accounting Policies; 

Developing Comprehensive Guidance and Manuals. 
(2) Dimensi Processes dengan indikator: Managing 

the Transition Period and Monitoring; Checking Data 

Quality During the Reform Process, Designing Quality 

Control Procedures; Setting Up Data Collection 

Procedures; Ensuring Compliance with Existing 

Regulatory Framework. (3) Dimensi People dengan 
indikator: Inspiring Change of Mentalities and 

Cultural Change; Ensuring Political Commitment, 

And Increasing Staff and Public Awareness; Building 

up Public Sector Accountants Expertise; Developing 

Training Programes and Allowing Knowledge 

Transfer.  (4) Dimensi Systems dengan indikator: 
Adapting Existing IT Systems, And/Or Developing 

New IT Solutions; Translating Organisational 

Processes into The IT Environment. 

2.3. Transparansi Fiskal 

Transparansi fiskal merupakan pelaporan 
keuangan pemerintah yang dapat diandalkan, tepat 
waktu, dan relevan sebagai elemen kunci dalam 
pengelolaan fiskal yang efektif (Poljašević & 
Radisavljević, 2014). Elemen kunci tersebut 
merupakan  instrumen keterbukaan pemerintah 
kepada publik terhadap  akses informasi atas 
aktivitas pemerintah yang dapat dipercaya, 
menyeluruh, tepat waktu, mudah dipahami, dan 
dapat disahkan secara internasional (Alt & Lassen, 
2003; Cottarelli, 2012) sehingga public secara 
akurat dapat menilai posisi keuangan pemerintah, 
biaya dan manfaat dari kegiatan pemerintah, nilai 
ekonomi masa kini, masa depan, dan dampak sosial 
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yang ditimbulkan (Mijatovic, 2015; Bernothn &  
Wolff, 2008; Granickas, 2013).  

Pengukuran kualitas transparansi fiskal 
dalam  penelitian ini, dikembangkan dari literatur 
(IMF, 2014; Adam, 2015; Mueller dkk, 2015; 
Siksamat & Wanitthanankun, 2015; Ionescu &  
Buhur, 2016) dioperasionalisasikan kedalam 3 
dimensi dan 11 indikator yaitu: (1) Dimensi Fiscal 

Reporting dengan indikator: coverage; frequency 

and timeliness; quality; integrity. (2) Dimensi Fiscal 

Forecasting and Budgeting dengan indikator: 
comprehensiveness; orderliness; policy orientation; 

credibility. (3) Dimensi Fiscal Risk Analysis and 

Management dengan indikator: risk disclosure and 

analysis; risk management; fiscal coordination.  

2.4. Hipotesis Penelitian 

Penerapan basis akrual pada laporan 
keuangan memberikan informasi yang lebih 
relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan 
lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 
dibandingkan dengan basis kas (Heshmat et al., 
2015).  Lampe, Hilgers & Ihl (2015) menjelaskan 
bahwa penerapan basis akuntansi akrual 
memberikan pengaruh positif dalam memperbaiki 
transparansi fiskal karena mampu memberikan 
pandangan yang baik mengenai keuangan 
pemerintah, aset, dan risiko anggaran. Ahmad et al. 
(2015) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi 
akrual memberikan manfaat positif terhadap 
transparansi fiskal berupa kemudahan 
mendapatkan akses informasi yang akurat, 
meningkatkan kinerja manajemen, meningkatkan 
transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. 
Dengan demikian peneliti berhipotesis: 
H1: Penerapan basis akuntansi akrual berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kualitas transparansi 

fiskal pemerintah. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Sampel Penelitian 

Pengumpulan data dilaksanakan dalam 
kurun waktu lima bulan, dengan mendatangi secara 
langsung unit analisis yaitu unit yang menyusun 
laporan keuangan konsolidasian pada tiap K/L. 
Setiap responden mendapat penjelasan sebelum 
menjawab pertanyaan kuesioner, dan dipastikan 
bahwa responden yang berhak memberikan 
jawaban adalah orang yang terlibat langsung dalam 
aktivitas penyusunan laporan keuangan dan 
memahami proses akuntansi. Metode sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan teknik sensus.   

 

 

3.2. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif. 
Analisis  deskriptif  bertujuan untuk memberi 
gambaran secara kualitatif tentang rangkuman 
pengamatan terhadap setiap variabel penelitian. 
Sedangkan Analisis verifikatif dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan statistik inferensial atau 
dikenal statistik induktif. Statistik infrensial 
merupakan teknik statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data sampel dan hasilnya akan 
diberlakukan untuk populasi melalui pengujian 
taraf signifikansi data sampel terhadap parameter 
populasinya yaitu melalui uji t (t-statistics) pada 
taraf keyakinan (confidence interval). Tingkat 
signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini 
sebesar 95 persen dengan  tingkat risiko kesalahan 
pada α=5 persen. 

Analisis verifikatif dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan melakukan  pengujian 
model pengukuran dan pengujian model struktural. 
Pengujian model pengukuran bertujuan untuk 
menguji validitas dan reliabilitas instrumen 
penelitian. Sedangkan pengujian model struktural 
bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. 
Sebelum dilakukan kedua pengujian ini, terlebih 
dahulu akan dilakukan pengujian goodness of fit 

index untuk mengukur kecocokan model yang 
dibangun dalam penelitian ini. 

3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan 
kuesioner untuk mengukur efektivitas penerapan 
basis akrual yang diadopsi dari studi PwC (2014). 
Sedangkan kuesioner untuk mengukur kualitas 
transparansi fiskal dikembangkan dari studi (IMF, 
2014; Mueller dkk, 2015; Ionescu & Buhur, 2016).  
Dalam kuesioner ini, responden diminta untuk 
menilai 24 indikator terkait efektivitas penerapan 
akrual. Kusioner menggunakan pendekatan lima 
skala Likert (Sugiyono, 2011). Pengujian validitas 
dan reliabilitas instrumen penelitian ini 
menggunakan pendekatan SEM. Menurut Hair dkk, 
(2014) nilai muatan faktor standar (SFL) ≥ 0,50 
sudah dapat dinyatakan signifikan dan valid 
mengukur indikator penelitian. Sedangkan 
pengujian reliabilitas menggunakan pendekatan 
ukuran Construct Relibility (CR) dan Variance 

Extracted (VE). Variabel atau konstruk dinyatakan 
mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai  CR ≥ 



DAMPAK PENERAPAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS            Indonesian Treasury Review Vol.4, No.3, (2019), Hal. 219-231  
TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH  

 

  
 

 

 

223 

0,70, dan nilai VE ≥ 0,50 (Ghozali, 2014). Hasil 
pengukuran secara statistik disajikan pada  Tabel 1. 

 
4. HASIL PENGUKURAN  

4.1. Demografi Responden 

Data Tabel 2 menunjukan informasi 
demografi responden penelitian. Meskipun 
responden pria  (53.02 persen)  lebih banyak dari 
responden wanita (46.98 persen), namun 
perbedaannya tidak signifikan. Dari tingkat 
pendidikan,  mayoritas responden berpendidikan 
strata 1 dan 2 (89.59 persen), dengan masa kerja 
mayoritas lebih dari 6 tahun (63.76 persen). 
Berdasarkan informasi Tabel 2, menunjukan 
bahwa tidak ditemukan isu terkait gender, tingkat 
pendidikan dan pengalaman responden dalam 
penerapan akrual. Data menunjukan keterwakilan 
responden di setiap tingkatan jabatan  dalam 
mengkonfirmasi pertanyaan tertutup dari 
kuesioner. Oleh karena itu, tanggapan dari 
responden  diyakini  tepat dan dapat diandalkan 
dalam mengambil kesimpulan penelitian. 

4.2. Uji Kecocokan  Model 

Model yang dibangun dalam penelitian ini, 
harus diuji terlebih dahulu, apakah model tersebut 
dapat dinyatakan fit dengan data penelitian. Hasil 
pengujian kecocokan model, ditunjukan pada Tabel 

3. Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana 
ditunjukan pada  Tabel 3 diketahui  nilai NFI, NNFI, 
CFI, IFI, RFI, GFI, AGFI lebih besar sama dengan 0,90 
dan  nilai Chi-square 0,0683 besar sama dengan   
0.05, dan nilai RMSEA=0,0000  kecil dari  0.08 
artinya  kecocokan model ini sangat baik (good fit). 
Sedangkan nilai SRMR=0,088 ≥ 0,05 menunjukkan 
kecocokan model tidak baik (not fit). 9 dari 10 
indikator kecocokan menunjukan hasil yang baik, 
sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini 
memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik.  
Setelah model dinyatakan fit, selanjutnya dilakukan 
pengujian hipotesis, hasilnya ditunjukan pada Tabel 
4. 

4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian. 

Data  Tabel 4, menunjukan hipotesis  H0 ditolak 
dan H1 diterima, karena nilai dari t-hitung sebesar 
7,24 pada tingkat keyakinan 95 persen dan tingkat 
risiko kesalahan 5 persen, ternyata  lebih besar dari 
nilai minimal t-tabel sebesar 1,96. Artinya terdapat 
hubungan positif antara efektivitas penerapan 
akuntansi akrual dan kualitas transparansi fiskal. 
Sedangkan nilai loading factors sebesar 0,54 
menunjukan bahwa efektivitas penerapan 

akuntansi akrual berpengaruh positif sebesar 54 
persen terhadap kualitas transparansi fiskal. 

 
5. PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI 

PENELITIAN 

5.1. Efektivitas Penerapan Basis Akrual. 

Hasil penelitian sebagaimana ditunjukan  
Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
penerapan basis akrual pada sistem akuntansi 
pemerintah Indonesia masih berada pada  level 
cukup dengan skor rata-rata 3,41 dari skala 5. 
Kondisi ini dapat dijelaskan, Pertama,  dimensi 
Policies dengan skor 3,41 menunjukan kebijakan 
atau pedoman akuntansi yang dimiliki K/L masih 
dalam kategori cukup.  31,76 persen  K/L  belum 
memiliki kebijakan atau pedoman akuntansi yang 
memadai. Indikator adapting existing financial rules 

and regulations di 27,06 persen K/L belum secara 
maksimal mengadaptasi peraturan pemerintah 
yang ada. Begitu pula dengan indikator developing 

comprehensive guidance and manuals belum 
optimal di 47,06 persen  K/L.  

Kedua, dimensi Processes dengan skor 3,60 
menunjukan proses transisi dari basis kas ke basis  
akrual sudah  baik, namun  di  27,95 persen K/L  
prosesnya belum optimal. Hal ini ditunjukan dari 
indikator setting up data collection procedures 
masih dikategorikan cukup, terdapat 40,89 persen 
K/L belum menyiapkan daftar identifikasi transaksi 
penyesuaian untuk pos-pos akrual secara baik. 
Sementara itu, indikator ensuring compliance with 

existing regulatory framework masih  dikategorikan 
cukup, 69,41 persen K/L menyatakan bahwa 
auditor internal belum maksimal melakukan reviu  
laporan keuangan secara paralel dengan proses 
penyusunan laporan keuangan. 

Ketiga, dimensi People dengan skor rata-rata 
3,26 masih berada di level cukup. Hal ini 
menunjukan bahwa pelaksanaan pelatihan 
akuntansi akrual bagi pegawai pengelola keuangan 
belum terencana dengan baik. Terlihat dari 
indikator ensuring political commitment, increasing 

staff and public awareness  masih  dikategorikan  
cukup, dimana  58,82 persen K/L menyatakan 
bahwa kebijakan dan dukungan anggaran belum 
maksimal. Indikator building up public sector 
accountants expertise juga masih dalam kategori 
cukup, 37,65 persen K/L menyatakan belum 
optimal dalam mengirimkan pegawainya pada 
berbagai program pelatihan yang diselenggarakan 
pemerintah pusat. Untuk  indikator developing 

training programes and allowing knowledge transfer 
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juga masih dikategorikan cukup, dimana pelatihan 
akrual belum dilaksanakan secara  terprogram dan 
terencana.  

Keempat, dimensi Systems dengan skor rata-
rata 3,38 menunjukan dukungan pemerintah dalam 
mengembangkan teknologi informasi masih 
dikategorikan cukup, dimana 32,35 persen K/L 
belum optimal memanfaatkan  teknologi informasi 
dalam proses implementasi. Hal ini ditunjukan dari 
indikator translating organizational processes into 

the IT environment masih dikategorikan cukup, 
artinya  di  27,06 persen K/L,  sistem aplikasi yang 
digunakan belum diintegrasikan secara penuh dan 
terotomatisasi dengan sistem aplikasi yang 
disediakan oleh Kementerian Keuangan. 

5.2. Kualitas Transparansi Fiskal Pemerintah 

Menariknya, temuan penelitian yang 
ditunjukan Tabel 6 mengungkapkan, meskipun 
efektivitas penerapan basis akrual berada di level 
cukup, namun kualitas transparansi fiskal 
pemerintah sudah berada di level baik. Hasil 
analisis dari skor tanggapan responden dapat 
dijelaskan sebagai berikut.  Pertama, dimensi Fiscal 

Reporting dengan skor rata-rata 3,94, menunjukan 
bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja 
Pemerintah  sudah disajikan dengan komprehensif, 
relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan, 
meskipun di 21,24 persen K/L masih belum 
optimal. Isunya adalah, di 48,24 persen K/L  laporan 
keuangan belum optimal digunakan untuk 
pengambilan keputusan strategis organisasi.  
Kedua, dimensi Fiscal Forecasting and Budgeting 
dengan skor rata-rata 3,64 menunjukan 
kemampuan perkiraan fiskal dan anggaran 
pemerintah dalam laporan keuangan telah sesuai 
dengan tujuan dan maksud kebijakan pemerintah 
yang disajikan secara komprehensif, tepat waktu, 
dan dapat dipercaya. Ketiga, dimensi  Fiscal Risk 

Analysis and Management dengan skor rata-rata 
3,27 masih berada di level cukup. Artinya 
pemerintah belum optimal mengungkapkan, 
menganalisa, dan mengelola risiko terhadap 
anggaran yang dikelolanya.  Hal ini ditunjukan dari 
indikator risk disclosure and analysis masih 
dikategorikan  cukup,  terdapat 64,70 persen K/L  
belum optimal dalam penyajian informasi resiko 
terhadap kegagalan penyerapan anggaran dan 
target penerimaan. Untuk  indikator risk 

management juga masih dikategorikan cukup, 
terdapat  54,12 persen  K/L  belum optimal dalam  
memitigasi resiko kegagalan penyerapan anggaran 
dan capaian target penerimaan. Hal yang sama juga 
ditunjukan oleh  indikator  fiscal coordination 
dengan kategori cukup, terdapat 35,29 persen K/L 

belum optimal dalam mengkoordinasikan tidak 
tercapainya  target penyerapan anggaran dan target 
penerimaan  dengan pihak-pihak terkait. 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara umum efektivitas penerapan basis 
akrual pada entitas akuntansi di pemerintah pusat 
(K/L) di Indonesia belum optimal. Meskipun dalam 
konteks Policies, People, dan Systems masih berada 
di level cukup, namun transparansi fiskal 
pemerintah sudah berada di level yang baik. 
Temuan penelitian ini, mendukung pendapat (Lye 
dkk, 2005; Harun &  Robinson, 2010; Adhikari &  
Mellemvik, 2011; Harun dkk, 2012; Upping &  
Oliver, 2012; Azmi & Mohamed, 2014), bahwa 
implementasi akrual pada sektor publik khususnya 
di sektor pemerintahan bukanlah pekerjaan yang 
mudah. 

Temuan  ini sebagai bukti empiris bahwa  
implementasi basis akrual pada sistem akuntansi 
pemerintah memberikan dampak yang positif 
terhadap peningkatan kualitas transparansi fiskal 
pemerintah. Dalam penelitian ini, pengaruh 
tersebut sangat siginifikan yakni  sebesar 54 persen. 
Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan studi 
Lampe dkk, (2015) dan Ahmad dkk, (2015) bahwa 
penerapan akuntansi akrual pada sektor publik 
dapat memberikan manfaat positif terhadap 
transparansi fiskal berupa kemudahan 
mendapatkan akses informasi yang akurat untuk 
tujuan pertanggungjawaban pemerintah.  

Temuan penelitian ini dapat menjadi 
masukan bagi pemerintah Indonesia dan 
memberikan bermanfaat sebagai referensi bagi 
pemerintah negara lain yang telah  menerapkan 
atau sedang melakukan transisi dari basis kas ke 
basis akrual,  diantaranya: (1) Pemerintah harus 
membuat kebijakan akuntansi dalam bentuk 
panduan teknis untuk masing-masing K/L sebagai 
pedoman bagi seluruh entitas akuntansi. (2) Untuk 
mengawal proses implementasi basis akrual, maka 
pemerintah harus mengoptimalkan fungsi internal 
auditor dalam mereviu dan menelaah laporan 
keuangan agar laporan keuangan sesuai dengan 
framework peraturan yang ada. (3) Untuk 
meningkatkan kompetensi pegawai atau akuntan 
pemerintah agar menyediakan anggaran untuk 
program pelatihan yang memadai. (4) Pemerintah 
harus membuat kebijakan terkait optimalisasi 
penggunaan sistem informasi melalui penyediaan  
sarana dan prasarana teknologi informasi. (5) 
Pemerintah harus menerapkan manajemen risiko 
pengelolaan anggaran dalam rangka meningkatkan 
kualitas transparansi fiskal.  
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7. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN  

Implikasi teoritikal dari studi ini adalah 
sebagai konfirmasi terhadap studi Harun dkk, 
(2012), dugaan bahwa praktik akrual, lebih 
dominan  karena faktor regulasi, dimana siap 
ataupun tidak siap seluruh entititas wajib 
melaksanakan praktik tersebut sebagai regulasi 
dari amanah undang-undang yang telah ditetapkan 
pemerintah. Artinya tekanan kelembagaan 
(isomorphis kohersif)  (DiMaggio &  Powell, 1983; 
Dedoulis, 2016) masih relevan dan terbukti oleh 
penelitian ini. 

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. 
Pertama, meskipun survei dalam penelitian ini 
sudah di lengkapi dengan wawancara, namun tidak 
dapat dipastikan responden memberikan jawaban 
sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 
Sehingga penelitian berikutnya disarankan untuk 
menambahkan proses observasi langsung pada unit 
analisis. Kedua, hasil penelitian ini tidak dapat 
digenereralisasikan pada pemerintah di negara lain, 
kecuali memiliki kemiripan dalam hal budaya, 
politik, sosial, dan ekonomi. Sarannya, dimasa 
mendatang, penelitian selanjutnya mungkin dapat 
memperluas survei lintas negara dengan 
menggunakan model dan metode yang sama dengan 
penelitian ini. 
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Tabel 1. Hasil Pengujian  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Konstruk/Dimensi/Indikator 
SFL 

≥ 0,5 
Error 

CR ≥ 

0,7 

VE ≥ 

0,5 
Hasil 

Efektivitas Penerapan Basis Akrual 
  

0,94 0,80 Reliabilitas Baik 

 Policies 0,80 0,36 0,86 0,68 Reliabilitas Baik 

 1. Adapting Existing Financial Rules and 

Regulations 

0,99 0,46 
  

Validitas Baik 

 2. Documenting Accounting Policies 0,92 0,12 
  

Validitas Baik 

 3. Developing Comprehensive Guidance and 

Manuals 

0,89 0,67 
  

Validitas Baik 

 Processes 1,00 0,00 0,83 0,57 Reliabilitas Baik 

 4. Managing the Transition Period and 

Monitoring 

0,83 0,58 
  

Validitas Baik 

 5. Checking Data Quality During the Reform 

Process, Designing Quality Control 

Procedures 

0,62 0,46 
  

Validitas Baik 

 6. Setting up Data Collection Procedures 0,85 0,19 
  

Validitas Baik 

 7. Ensuring Compliance with Existing 

Regulatory Framework 

0,50 0,34 
  

Validitas Baik 

 People 0,91 0,17 0,81 0,52 Reliabilitas Baik 

 8. Inspiring Change of Mentalities and 

Cultural Change 

0,71 0,32 
  

Validitas Baik 

 9. Ensuring Political Commitment, Increasing 

Staff and Public Awareness 

0,61 0,37 
  

Validitas Baik 

 10. Building Up Public Sector Accountants 

Expertise 

0,71 0,51 
  

Validitas Baik 

 11. Developing Training Program and Allowing 

Knowledge Transfer 

0,68 0,47 
  

Validitas Baik 

 Systems 0,86 0,26 0,80 0,67 Reliabilitas Baik 

 12. Adapting Existing IT Systems, and/or 

Developing New IT Solutions 

0,69 0,05 
  

Validitas Baik 

 13. Translating Organizational Processes Into 

The IT Environment 

0,79 0,5 
  

Validitas Baik 

Kualitas Transparansi Fiskal     0,93 0,81 Reliabilitas Baik 

 Fiscal Reporting     Reliabilitas Baik 

 1. Coverage 0,90 0,23     Validitas Baik 
 2. Frequency and Timeliness 0,84 0,62     Validitas Baik 
 3. Quality 0,65 0,63     Validitas Baik 
 4. Integrity 0,87 0,23     Validitas Baik 
 Fiscal Forecasting and Budgeting     Reliabilitas Baik 

 5. Comprehensiveness 0,70 0,22     Validitas Baik 

 6. Orderliness 0,86 0,23     Validitas Baik 

 7. Policy Orientation 0,69 0,35     Validitas Baik 

 8. Credibility 0,81 0,56     Validitas Baik 
 Fiscal Risk Analysis and Management     Reliabilitas Baik 

 9. Risk Disclosure and Analysis 0,77 0,33     Validitas Baik 

 10. Risk Management 0,76 0,23     Validitas Baik 

 11. Fiscal Coordination 0,67 0,32     Validitas Baik 
Sumber: (Putra,  2019). 
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Tabel 2. Hasil Pengujian  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Deskripsi Jumlah % Deskripsi Jumlah % 

Kuesioner   Wawancara Tatap Muka 

1 Gender   4 Level Taktikal 3   3.90 
 Laki-laki  79 53.02 5 Level Manajerial 49 63.64 
 Perempuan 70 46.98 6 Level Operasional 25 32.46 
2 Tingkat Pendidikan       
 Diploma 17 11.41     
 Sarjana 100 67.11     
 Magister 32 21.48     
3 Masa Kerja       
 1 – 5 tahun  54 36.24     
 6 – 15 tahun  84 56.38     
 Diatas 5 tahun 11   7.38     

Sumber: (Putra,  2019). 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kecocokan Model Penelitian 

No Goodness of fit index Cut Point Nilai  Hasil  

1 Chi-square p-value ≥ 0.05 0.0683 Kecocokan baik 

2 RMSEA RMSEA ≤ 0.08 0.0437 Kecocokan baik 

3 NFI NFI ≥ 0.90 0.93 Kecocokan baik 

4 NNFI NNFI ≥ 0.90 0.99 Kecocokan baik 

5 CFI CFI ≥ 0.90 0.99 Kecocokan baik 

6 IFI IFI ≥ 0.90 0.99 Kecocokan baik 

7 RFI RFI ≥ 0.90 0.93 Kecocokan baik 

8 SRMR SRMR ≤ 0.05 0.088 Kecocokan tidak  baik 

9 GFI GFI ≥ 0.90 0.94 Kecocokan baik 

10 AGFI AGFI ≥ 0.90 0.95 Kecocokan baik 

Sumber: (Putra, 2019). 

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Path 
T-

Value 
Estimasi Kesimpulan 

H1 
Efektivitas Penerapan Basis Akrual  Terhadap  Kualitas 
Transparansi Fiskal Pemerintah 

7,42 0.54 H1 Diterima 

Sumber: (Putra,  2019). 

Tabel 5. Efektivitas  Penerapan  Basis Akuntansi Akrual 

No Dimensi 
Skor 

Riil 

Skor  

Maksimum 

Rata 

Rata % %GAP Level  

1 Policies 870 1275 3,41 68,24 31,76 Cukup 

2 Processes 1225 1700 3,60 72,06 27,94 Baik 

3 People 1108 1700 3,26 65,18 34,82 Cukup 

4 Systems 575 850 3,38 67,65 32,35 Cukup 

Total  3778 5525 3,41 68,28 
Cukup 

Analisis Kesenjangan 1,59 31,72 

Sumber: (Putra,  2019). 
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Tabel 6. Kualitas Transparansi Fiskal 

No Dimensi 
Skor 

Riil 

Skor  

Maksimum 

Rata 

Rata 
% %GAP Level  

1 Fiscal Reporting 1339 1700 3,94 78,76 21,24 Baik 

2 Fiscal Forecasting and Budgeting 1237 1700 3,64 72,76 27,24 Baik 

3 Fiscal Risk Analysis and 

Management  

833 1275 3,27 65,33 34,67 Cukup 

Total 3409 4675 3,61 72,29 
Baik 

Analisis Kesenjangan 1,39 27,71 

Sumber: (Putra, 2019). 


